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. KEPUTUSAN_PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
B PPN KO. 50 TAHUN 1965 |
& . KAMI, PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA
. . ! ) * ’ P *
Menimbang : &. Bahwa Revolusi Indonesia sudah berada pada tinrkatan sede=-
1 : : nikian rupa schingga dalam rangka pembinaan pertahanan Na=- -
; ' ‘ , . gional, dianggap perlu membuat kedudukan Komande Pertghanan
: Pantai Fesional bersifat permanen dalam lingkunman Angkatan

Bersendjata Republik Indonesia, dan merupakan salah satu
echelon dari -Angkatan Laut Hepublik Indonesia;

b. Bahwa untuk mempertahankan kesatuan wilajah Republik Indo-
nesia sebagail negare kepulavan jang menduduki posisi penting
diantara dua benua dan duva samudra terhadap adanja persekue
tuan-persekutuan serta pangkalan-panckalan militer kaum Hee~
kolim jang bersikap bermusuban terhadap Imdonesiag ‘

. : ¢e Bahwa perlu diazdakan perobahan dan penjempurnaan Keputusan

2 Presiden/Panglima Tertinzgi Angkatan Perang Hepublik Indone-
sia/Panzlima besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat
Ho. 9/PLI1.BS.1962 tanggal 9 Pebruari 1$62;

Mengingat t l. Pasal 4, 5 ajat 2 dan 10 Undang-undang Dasar Republik Indo=
nesia tahun 1945; :

2+ Undang-undang No.29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara
. Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 lic. 84);

;3. Surat Keputusan kMenteri Pertzhanan tanggal 17 Desember 1957
- HNo.MP/&/1957 mengenai ™Wilajah kekuasaan Angkatan Darat,
Angkatan Laut, Angkatan Udaraj

Le Undang-undang No.4 Frp tahun 1960 Lembaran Hegara Ho. 22/
1960 tentang ®Perairan Indonesia";

5« Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103 tahun 1663;

1 ' 6s Peraturan Pemerintzh No.8 tshun 1962, Lembaran Hegara Ho.36,
. 8 = - 1962 tentang "Lelu lintas laut damai dan kendaraan asing
dalam wila jsh perairen Imdonecsiaj '

MEMUTUSKAN:

Henetapkan: Kenzmbah dan menjempurnakan surat keputusan Presiden/Panglima .
S Tertinggl Angkatan Perang Republik Indonesia/Fanglima Besar
* Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat Ko.9/FPLi.BS tahun
1962 sehingga berbunji sebagai berikut : '

PERTAMA 3 Mend jadikan kedudukan Komando Pertshanan Pantai Nasional jang
telash dibentuk berdasarkan surat Keputusan Presiden/Panglins
Tertinggi Anckatan Peranz Republik Indonesia/Panslima Besar
Komando Tertinggd Pembebasan Irian Barst [0.9/FLii.BS tahun 1962
bersifat permanen dibawah tanggung djawab Ment eri/Panglima Ang-
katen Laut dan selandjutnja disingkat "KCPPARAST,

KEDUA 3 Lo : TUCAS KOPPAMAS

1. Dalam rangka pertzhanan nasional, KOPPANAS bertugas meme
~ pertshankan pantai2, pelabuhan? serta pang kalan-pangkalan
s , dalas wilajah Repubiik Indonesia, terhadap serangan musuh
1 - Jang catang dari arah laut, uwdara dan darat, dengan menitik
: « beratkan pada melengkapi medan perang laut guna mengauankan
- dan membantu gerakan satuan? tempur Angkatan bersendjata
Republik Indonesia;
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s W pemberantasan pengat jauan ekonomi dilaut, pengawasan lalu lin~
., tas laut dalam perairsn Indonesia, melaksanakan pentjarian dan _
pertolongan terhadap ketjelakaan dilaut (S.A.R.); dengan mengi-*
<}ut sertakan seluruh potensi maritim untuk pelaksanaan tugas-
tugas tersebut diatase.

.2¢ Dalam rangka pertshanan pantal nasional, KOPPANAS mengendalikan
pembinaan wilajsh maritim; dan untuk dapat ment japai hasil daja
guna se-besar-besarnja serta ment japal taraf siap-siaga Jang
setinggi-tingginja dalam melaksanakan kegiatan KCUFPANAS, perlu
adanja integrasi dan koordinasi mengenai persconil serta pera-
latar dari Departemen-departemen jang ada hubungannja dengan se~
“Juruh potensi dalam lingkungan Maritime

KETIGA ¢ WILAJAH TUGAS

\*~ o Wila jeh tugas Koppanas meliputi pantai-pantai, pangkalan-pangkalan,
, pelabuhan~pelabuhan, dan perairan Indonesia sebagai Jang dimake
sud dalam undang-undarng No.4 Prp tahun 1960, :

KEEMPAT . ORGANISAST

< lo KOPPANAS dalam rangka organisasi Departemen Angkatan Laut me-
rupakan suatu Komando Utama, termasuk Komponen Operasionil
Jang set jara organisatoris, administratifl dan operatif larg-
. sung berada dibawsh Menteri/Panglima Angkatan Laut Ceqe
" Deputy I Menteri/Pangal.

2+ KOPPANAS dipimpin oleh seorang Perwira tinggi sebagai Panglima,
Jang ditundjuk oleh Menteri/Panrlima Angkatan Laut dengan die
bantu oleh svatu Staf KOPFANAS dan Dewan Penasehat KOPPANAS
Jang terdiri dari wakil Departemen2;

a) Departemen Angkatan Darat

b) Departemen Angkatan Udara

c) Departemen Angkatan Kepolisian
d) Departemen Perhubungan Laut

e) Departemen Keuangen/Bea Tjukai
f) Departeren Dslam legeri

g} Departemen Perikanan
h
i)
J)
k)

Departemen Kc¢hutanan
Departemen Ked jaksazn

Djawaten Imigrasi ; ' A
Departemend lain jang akan ditentukan kemudian menurut
kebutuhan.

- 3. Untuk tugas? operasionil, KOPPANAS merupakan badan pelaksana
dari Komando Cperasi Tertinggi, dan dibidang ekonomi merupakan
badan pelaksana dari Komando Tertinggi Cperasi Ekonomi.

Lo KOPPANAS mempunjai kesatuan~kesatuan untuk tugas-tugas perta-
hanan dipentai dan kesatuan~kesatuan untuk tugas-tugas perta=-
hanan dilaut; kesatuan-kesatusn mana terdiri dari unsur-unsur
Angkstan Laut sebagai inti, dan unsur-unsur.dari angkatan ser-
takDepartemen~deparLemen lainnja sebagal unsur jang diperban=-
tukan. '

KELIMA 3 : HUBUNGAN KOMANDO

l. Sebagai badan pelaksana Komando Operasi Tertingzgil dan Komando
P Tertinggl OUperasi Ekonomi, Panglima KOPPANAS bertans i ung dja-
wab kepada Komando (perasi Tertinggi dan Komando Tertinggi
Operasi Ekonomie. ;s
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Anggaran Belandja pembelian material baru dan alat2 dari

kesatuan? baru dapat dibebankan kepada Anggaran Beland ja
Komando Cperasi Tertinggi, bilamana anggaran belandja rou=

- tine Angkatan Laut tidak mengidjinkane

Ang garan Belsnd ja untuk perawatan personil dan peralatan
kesatuanZ jang diperbantukan kepada Koppanas, dibebankan
kepada Mata Anggaran routine Departemen jang bersangkutan.

Anggaran Belandja untuk tugas2 Cperasi dari Komando Cperasi
Tertinggl dan Komando Tertingzi (perasi Ekonomi, dibebankan -
kepada Anggaran Belandja KCTI dan KCOTOE.

KSTERTU AN PERUTUP )

Suret keputusan Menteri Pertahanan No.MP/A/860/53 tanggal
4 Nopember 1953, dan semua surat keputusan jang bartentangan
dengan surat keputusan ini, dinjatakan tidak berlakue

Hal-hal Jjang belum . diatur dalem surat keputusan ini dan pe=-
palsanaannja, akan diatur dan ditetapkan lebih landjut dalam
surat keputusan, instruksi, perintah dari Men/langale

iéragakeputusan ini mulai berlaku sedgak tanggal dikeluar-
annjis .

SALIRA!J Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada 3

Para Wakil Perdana Menteri,

-Para Menteri Hoordinator hompartimen,

Para heﬂbcrl, \
Kemando Cperasi Tertinggi, -
Komando Tertinggi Cperasi Pkonomi,

Para Panglima Kesthan 0perasi I &/d V KOTOE.

Ditetapkan di Djakarta
" pada tanggal 10 Maret 1965,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ”
‘ | . ) ttd
Y , : SUKARNO




